
 

19 
 

JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi  Riwayat Artikel: 
https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE   Diterima tanggal : 31 Maret 2024 
Penerbit Pesantren Hamfara Yogyakarta  Disetujui tanggal : 31 Maret 2024 
Volume 2, Nomor 2, April-Juli 2024, Hal. 19-24 Diterbitkan tanggal : 05 April 2024 

 

QS. AT-TAUBAH AYAT 103:  
KOMPARASI ANTARA ZAKAT DAN PAJAK 

 

¹Adrina Nadhirah, ²Hery Sasono 
¹²Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta 

¹adrinanadhirah4@gmail.com, ²sasonohery30@gmail.com 
 
 

Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara zakat dan pajak dalam ekonomi 

Islam. Metode mendapatkan pengetahuan ini dengan cara mempelajari kandungan isi al-

Qur’an terutama Surat at-Taubah ayat 103 dan melacak beberapa informasi dari beberapa 

sumber, seperti: kitab tafsir, buku-buku referensi, artikel-artikel yang sudah publis di 

jurnal, dan sebagainya. Pembacaan yang serius dan mendalam terhadap sumber-sumber 

informasi tersebut mengasilkan temuan bahwa zakat berbeda dengan pajak pada 

beberapa aspek, yaitu: subyek yang mewajibkan, obyek kewajiban ditujukan kepada 

siapa, peruntukannya, besaran yang harus dikeluarkan, dan macam-macamnya. 

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Pajak, Zakat,   

 

 الملخص 

 

تهدف هذه المقالة إلى معرفة الفرق بين الزكاة والضريبة في الاقتصاد الإسلامي. 

وطريقة الحصول على هذه المعرفة هي دراسة محتوى القرآن وخاصة سورة التوبة  

التفسير والكتب  وتتبع بعض المعلومات من عدة مصادر مثل: كتب  103الآية 

المرجعية والمقالات التي نشرت في المجلات وغير ذلك. والقراءة الجادة والمعمقة  

لمصادر المعلومات هذه تتوصل إلى استنتاج أن الزكاة تختلف عن الضرائب في عدة  

جوانب، وهي: موضوع الالتزام، وموضوع الالتزام الموجه لمن، وتعيينه، والمبلغ 

  .ابه ذلكالواجب إنفاقه، وما ش

 

 ,الاقتصاد الإسلامي, الضريبة, الزكاة الكلمات المفتاحية:
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PENDAHULUAN 

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan negaranya melaksanakan 

pembangunan ekonomi (Wertheim, 2007). Negara ketika memiliki program untuk 

dimakshudkan melaksanakan pembangunan tentunya membutuhkan dana (Adzkiya’, 

2020). Dana pembangunan nasional ini biasa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) sebagai undang-undang yang pelaksanaannya diamanahkan 

kepada kepala negara (Nurlaela, 2015; Syihab & Utomo, 2022). Negara jangan sampai 

terjadi kerugian atau resesi sehingga gagal menjalankan pembanguan. 

 

Strategi penguatan keuangan negara untuk menjalankan pembangunan agar berjalan 

lancar sangat dibutuhkan. Sinurat (2022) menjelaskan beberapa strategi yang diperlukan 

untuk penguatan keuangan negara itu di antaranya adalah penerapan green economy, 

kebijakan digitalisasi UMKM, ketahanan pangan, penguatan arsitektur kesehatan global,  

melakukan transisi energi berkelanjutan, menjalankan fintech berlandaskan payment 

gateway dan digital marketing, dan sebagainya (Dewi et al., 2022; Setiyowati et al., 2023; 

Syihab et al., 2022). Peningkatan pendapatan bisa juga dengan melakukan pembangunan 

desa melalui green economy pembangunan, misalnya dengan konsep desa wisata 

meniscayakan keterlibatan masyarakat sehingga tenaga mereka digunakan dan tentu 

pendapatannya pun juga bisa meningkat (Noviarita et al., 2021). 

 

Pelajaran meningkatnya pendapatan negara bisa dilacak dari kisah sukses Islam 

mengelola keuangan publik (Utomo, 2017). Pengelolaan keuangan publik di masa-masa 

Islam dan kehidupan masih menyatu dengan pengelolaan harta kekayaan yang sesuai 

dengan hukum Islam. Berbeda dengan kondisi sekarang yang sangat memprihatinkan, 

rakyat miskin ada dimana- mana, harta kekayaan melimpah dibiarkan saja dirampok oleh 

penjajah serakah kapitalisme, korupsi trilyunan rupiah berulang-ulang terjadi, bahkan 

rakyat dipaksa membayar pajak sebagai pungutan favorit negara (Mudhiiah, 2015; 

Munawar, 2021; Suwandi et al., 2018; Wahab, 2016). Ekonomi Islam dewasa ini 

disibukkan oleh diskursus antara zakat dan pajak sebagai kewajiban yang harus 

ditunaikan rakyat kepada negara. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

antara zakat dan pajak dalam pandangan ekonomi Islam.  
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METODE 

Metode mendapatkan pengetahuan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini dengan 

cara mempelajari kandungan isi al-Qur’an terutama Surat at-Taubah ayat 103 dan 

melacak beberapa informasi dari beberapa sumber, seperti: kitab tafsir, buku-buku 

referensi, artikel-artikel yang sudah publis di jurnal, dan sebagainya. Pembacaan yang 

serius dan mendalam terhadap sumber-sumber informasi sekaligus sebagai bentuk 

analisis konten materi informasi tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai jenuh. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Artikel ini mengasilkan temuan bahwa zakat berbeda dengan pajak pada beberapa aspek, 

yaitu: subyek yang mewajibkan, obyek kewajiban ditujukan kepada siapa, 

peruntukannya, besaran yang harus dikeluarkan, dan macam-macamnya. Allah SWT 

berfirman di QS. At-Taubah ayat 103 sebagai berikut: 

يْهِمْ بِهَا وَصَل ِ عَلَيْهِمْ خُذْ مِنْ امَْوَا لِهِمْ صَدَقَةً تُطَ  رُهُمْ وَتُزكَ ِ  انَِّ صَلٰوتَكَ سَكنٌَ لَّهُمْ  ه ِ

هُ سَمِيعٌْ عَلِيمٌْ   وَا للّٰ

"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan 

berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa 

bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (QS. At-Taubah 9: Ayat 103). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat ditarik oleh negara sebagai pungutan yang wajib 

sebagaimana pajak. Zakat dan pajak memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan 

zakat dan pajak adalah sama-sama sebagai pungutan oleh negara dari warga negara yang 

sifatnya wajib dan harus ditunaikan. Meskipun zakat dan pajak adalah dua konsep yang 

berbeda dalam Islam dan sistem keuangan modern. Zakat adalah kewajiban bagi umat 

Islam yang mampu (muzakky) untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada 

mereka yang membutuhkan (mustahiq). Zakat dianggap sebagai salah satu dari lima 

rukun Islam (Amri, 2017; Mahri, 2021; Mubyarto, 2014). Itu diwajibkan untuk harta 

tertentu yang mencapai batas tertentu, seperti emas, perak, hasil pertanian, dan 

perdagangan. Besarannya adalah 2,5% dari total harta yang disimpan setelah memenuhi 

kebutuhan dasar individu dan keluarga. Zakat adalah kewajiban agama yang diatur oleh 

hukum syariah (Syihab & Utomo, 2022).  
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Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah oleh individu dan perusahaan untuk 

mendukung pengeluaran pemerintah dan proyek-proyek publik. Pajak digunakan untuk 

membiayai layanan umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. 

Besaran pajak biasanya diatur oleh undang-undang yang berlaku di suatu negara, dan 

pemerintah bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola pajak tersebut. 

Pajak dapat beragam jenisnya, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, 

dan sebagainya. Sementara zakat didasarkan pada prinsip keagamaan dan dikelola oleh 

individu, pajak adalah kewajiban hukum yang dikelola oleh pemerintah (Munawar, 2020; 

Suwandi et al., 2018; Wahab, 2016). Meskipun keduanya melibatkan pembayaran 

sebagian dari harta seseorang, tujuan dan mekanisme pengelolaannya berbeda. 

 

Zakat berbeda dengan pajak dalam aspek-aspek sebagaimana disebutkan di atas. Subyek 

yang mewajibkan zakat adalah Allah SWT melalui ajaran-ajaran Islam dalam negara 

Islam, adapun pajak yang mewajibkan pungutan ini adalah negara semata-mata untuk 

melaksankan pembangunan. Negara Islam menarik pajak tidak setiap saat, kecuali jika 

APBN sedang kosong saja, itu pun tidak ditarik dari semua warga negara melainkan dari 

orang kayanya saja, berbeda dengan pajak di negara sekuler kapitalis. Obyek kewajiban 

zakat ditujukan kepada muzakki, yaitu orang-orang kaya yang memiliki harta melebihi 

nishob dalam putaran waktu satu haul, adapun pajak diwajibkan kepada siapa saja dari 

warga negara secara umum tanpa peduli kepemilikannya pada harta, baik kepada yang 

kaya maupun yang miskin. Zakat diperuntukan hanya kepada mustahiq yang berhak 

menerimanya, yaitu delapan ashnaf: fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorim, ibnu sabil, 

dan fii sabilillah. Adapun pajak diperuntukkan bagi dana pembangunan, baik 

pembangunan manusia maupun infrastruktur. besaran yang harus dikeluarkan, dan 

macam-macamnya 

 

Pembedaan zakat dan pajak terjadi sangat mencolok di negara sekuler. Purifikasi definisi 

zakat dan pajak sangat penting dilakukan oleh ekonom muslim (Dzikri & Utomo, 2024). 

Ini menjadi keniscayaan karena posisi ekonomi Islam sebagai pondasi kesejahteraan 

umat (Aditya & Utomo, 2024). Kontribusinya dalam pembangunan ekonomi harus riil 

mengalahkan kapitalisme (Fardiansyah & Utomo, 2023). 
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KESIMPULAN 

Simpulan dari artikel ini adalah ditemukannya perbedaan yang signifikan antara zakat 

dan pajak sebagai pungutan negara dari rakyat dan penduduk warga negara. Perbedaan 

ini sangat tajam terjadi di negara sekuler, adapun di negara Islam sesungguhnya 

mengenal zakat dan pajak dengan ketentuannya masing-masing, yaitu zakat sebagai 

bentuk ibadah mahdloh yang ketentuannya sudah pasti sementara pajak (dloribah) di 

negara Islam dijalankan hanya jika kondisi kas negara di APBN sedang kosong, itupun 

tidak di generalisir kepada seluruh penduduk, melainkan sementara hanya kepada orang-

orang tertentu yang kaya dan memiliki harta. 
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